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ABSTRAK
Persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM ialah
bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa
lampau. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas non retro aktif (tidak berlaku surut)
yang berlaku universal dalam sistem peradilan dinegara manapun. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka tulisan ini hendak membahas bagaimana penerapan asas

non retro aktif dalam pelanggaran HAM serta bagaimanakah penyelesaian sengketa
terhadap pelanggaran HAM. Untuk maksud tersebut, maka dilakukanlah penelitian

dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ada, didapatlah jawaban
bahwa penerapan asas non retro aktif (tidak berlaku surut) dalam pelanggaran HAM
masih dilematis karena beberapa sebab, yaitu pertama, pelanggaran HAM merupakan
peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, Pelanggaran HAM berat tidak
identik dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang
berlaku, dan untuk itu larangan penafsiran analogi masih tetap berlaku. Ketiga,
pemberlakuan surut undang-undang pengadilan HAM dengan muatan materi
mengenai ketentuan pidana di satu sisi melanggar asas hukum tidak berlaku surut,

tetapi di sisi lain, jika asas hukum tidak berlaku surut diabaikan berarti KUHP
diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat. Hal ini berartj Pelanggaran HAM
berat dianggap sama dengan kejahatan biasa.

Kata Kunci : Asas Non Retro Aktif, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM
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BARB 1V

PEN UTy p

A. Kesimpulan

Berdasarkan has; o a1
e asil pembahasan Yang telah dilakukan pada bab-bab terdahuly

maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa :

k.

Penerapan asas non retro aktif dalam pelanggaran HAM masih dilematis
karena - beberapa  sebab, yailu pertama, pelanggaran HAM merupakan
peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia, Kedua, Pelanggaran HAM
berat tidak identik dengan pelanggaran tethadap peraturan perundang-
undangan pidana yang berlaku, dan untuk itu larangan penafsiran analogi
masih tetap berlaku. Ketiga, pemberlakuan surut undang-undang pengadilan
HAM dengan muatan materi mengenai ketentuan pidana di satu sisi
melanggar asas hukum tidak berlaku surut, tetapi di sisi lain, jika asas hukum
tidak berlaku surut diabaikan berarti KUHP diberlakukan terhadap

pelanggaran HAM berat. Hal ini berarti Pelanggaran HAM berat dianggap

sama dengan kejahatan biasa.

tuan-
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM haruslah mengacu pada ketentuan

: insi i langgaran
ketentuan dalam ICC yang dilandaskan pada : 1) prinsip setiap pelangg

i insi bis in
HAM berat harus dihukum, 2) prinsip komplementaritas, 3) prinsip ne bis i
Vi - oin tidak berlaku surut,
idem, 4) prinsip pertanggungjawaban individual, 5) prinsip U
ni -uh hak-
iami {nimum atas selur
6) prinsip praduga tidak bersalah dengan jaminan i
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